
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 43 TAHUN 2018 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 65 TAHUN 2017  

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN  

KESEHATAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BOGOR, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan 

masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah 
yang diintegrasikan dalam Sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional, telah dibentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 
65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Daerah;   

  b. bahwa dengan adanya perubahan prosedur dan 
persyaratan pelayanan kesehatan bagi sasaran yang 

belum terintegrasi Program JKN serta perubahan 
pembayaran pengajuan klaim oleh BPJS Kesehatan 
dalam hal tidak tersedia anggaran, maka Peraturan 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 
diubah dan disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah;   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    

   3. Undang-Undang.... 
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  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

  9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

  10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

  11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

    

   13. Undang-Undang…. 
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  13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5679); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4589); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5746); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang 
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 

    

   20. Peraturan…. 
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  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor193); 

  22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 
2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 62); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 567); 

  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 

Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); 

  26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 874); 

  27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

  28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 713); 

   29. Peraturan…. 
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  29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 
Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 

dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017               

Nomor 143); 

  30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 
tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups                  
(INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Nasional; 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bogor Nomor 37); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2017 Nomor 4); 

  34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Nomor 84); 

  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 92); 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bogor Nomor 96); 

  37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); 

   38. Peraturan.... 
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  38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 

tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita 
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48); 

  39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 49); 

  40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 

tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor 

Tahun 2016 Nomor 51); 

  41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 

tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bogor Tahun 2016 Nomor 52); 

  42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016           

Nomor 66); 

  43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72); 

  44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2016 
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 73); 

  45. Peraturan Bupati Bogor  Bogor Nomor 65 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor 
Tahun 2017 Nomor 65); 

 

Memperhatikan  : 1. Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta 

Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan 
Pekerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 634) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta 

Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan 
Pekerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1331); 

    

   2. Peraturan.... 
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  2. Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja Bukan 
Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1830); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 65 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN 

KESEHATAN DAERAH. 
 

  PASAL I 
 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor 

Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 65), diubah sebagai 

berikut : 
   

  1. Ketentuan Pasal 23  ayat (3) huruf e dihapus, sehingga 

Pasal 23 berbunyi sebagai berikut : 
 

   Pasal 23 
 

   (1) Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi 
sasaran yang belum dan sedang dalam proses 
integrasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 ayat (2) dijamin oleh BPJS Kesehatan. 

   (2) Dalam hal peserta JKN dan sasaran tidak dapat 

memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2), maka dapat 
diberikan jaminan pembiayaan pelayanan 
kesehatan oleh Pemerintah Daerah. 

   (3) Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

    a. sasaran belum terdaftar sebagai peserta JKN 
atau sasaran yang sedang dalam masa 

penangguhan aktivasi kepesertaan JKN atau 
sasaran yang tidak dapat memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); 

    b. sasaran dirawat di kelas tiga; 

    c. dalam hal ruang perawatan kelas tiga tidak 

mencukupi dan sasaran tidak dirawat di kelas  
tiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 
maka sasaran tetap diberikan jaminan 

pembiayaan pelayanan kesehatan dengan tarif 
kelas tiga apabila memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 
Pasal 10; 

     d. sasaran…. 
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    d. sasaran, keluarga sasaran, pihak yang diberi 

kuasa atau Dinas Sosial melapor kepada Dinas 
Kesehatan dengan melampirkan persyaratan 
sebagai berikut : 

     1. bukti rawat inap; 

     2. surat rujukan dari Puskesmas, kecuali 

emergency; 

     3. SKKM yang telah ditandatangani oleh 
pemerintah desa/kelurahan dan diketahui 

kecamatan; 

     4. surat rekomendasi dari Dinas Sosial; dan 

     5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah 
dan/atau Kartu Keluarga dengan Nomor 
Induk Kependudukan dan Nomor Kartu 

Keluarga yang valid, kecuali bagi pengemis 
dan gelandangan. 

    e. Dihapus. 
 

  2. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (8a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut : 

 

   Pasal 26 
 

   (1) BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pengelola 
Sasaran melakukan rekonsiliasi terhadap daftar 
kepesertaan JKN PBI Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20. 

   (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan 
Kepala BPJS Kesehatan. 

   (3) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), BPJS Kesehatan 

mengajukan klaim pembayaran iuran peserta JKN 
PBI Daerah ke Dinas Kesehatan. 

   (4) Pengajuan klaim pembayaran iuran peserta JKN 

PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
didasarkan pada daftar kepesertaan JKN PBI 
Daerah yang telah direkonsiliasi. 

   (5) Klaim  pembayaran iuran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) disertai dengan dokumen berupa : 

    a. surat pengajuan klaim iuran peserta JKN PBI 
Daerah yang memuat rincian jumlah peserta 
dan jumlah iuran; 

    b. daftar peserta JKN PBI Daerah yang telah 
direkonsiliasi dalam bentuk softcopy; dan 

    c. berita acara rekonsiliasi data kepesertaan JKN 
PBI Daerah. 

     (6) Dokumen…. 

      



 

 

 

   

   Ditetapkan di Cibinong 

   pada tanggal  5 Februari 2018 
 

  BUPATI BOGOR, 

ttd 

 NURHAYANTI 

Diundangkan di Cibinong 

pada tanggal  5 Februari 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR 

ttd 

ADANG SUPTANDAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR 
 

TAHUN 2018 NOMOR 43 
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   (6) Dokumen pengajuan klaim pembayaran oleh BPJS 

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
selanjutnya diverifikasi kembali oleh Dinas 
Kesehatan. 

   (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), Dinas Kesehatan 

melakukan pembayaran pengajuan klaim yang 
diajukan oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

   (8) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dilakukan melalui Virtual Account kepada 

BPJS Kesehatan. 
 

   (8a) Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk 
pembayaran pengajuan klaim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), maka pengajuan klaim 

dibayarkan pada perubahan anggaran tahun 
berkenaan atau tahun anggaran berikutnya. 

 

  Pasal II 
 

   Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

   Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bogor. 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 

ADE JAYA MUNADI  


